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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan 

operasional kenegaraan dan pemerintahan, baik untuk kegiatan rutin 

maupun kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana 

bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan 

penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam membangun kemandirian 

pembiayaan, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri diusahakan 

untuk diminimalkan. Indonesia merupakan negara berkembang yang 

memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. 

Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam 

pendapatan negara tergolong paling besar dibandingkan pendapatan dari 

sektor lain, yaitu sebesar 79% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 2014 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan 

perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada 

pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyetorkan pajak. 

Gunadi (2007) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan 

bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan yang cukup 

penting bagi pemerintah dalam rangka menanggulangi pengeluaran. 

Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan ini didalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan agar pembiayaan negara dapat 

http://www.kemenkeu.go.id/
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terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari 

masyarakat. 

Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor 

perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha 

yang lebih untuk mencapainya. Nota keuangan dan APBN Tahun Anggaran 

2014 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) 

nonmigas terus mengalami peningkatan dari Rp 250,5 Triliun (2008) 

menjadi Rp 381,6 Triliun (2012) atau tumbuh rata-rata 11,1% per tahun. 

Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan 

pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran 

masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Beberapa 

peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat 

semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak 

Penghasilan (PPh). 

Hutagaol (2007) mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu; 

besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang 

diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, 

perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan 

database pemerintah. 

Salah satu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah 

Indonesia untuk menjalankan fungsi ini yaitu peraturan tentang Pajak 

Penghasilan (PPh). Dalam buku kumpulan Undang-Undang yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012) 
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dinyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku 

sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan (UU PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan 

mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting 

dalam peraturan Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan 

tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif 

bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, 

dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin 

penerimaan. 

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan 

memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omzet dan labanya memang jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Berdasarkan 

survei Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang 57% untuk 

Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusinya terhadap pajak 

hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka 

akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara. 

Tambunan (2013) menjelaskan bahwa antisipasi pemerintah untuk 

terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan 

terhadap UMKM dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan 

pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 
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Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM. Peraturan perpajakan 

yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang diberlakukan lebih kecil 

dari tarif sebelumnya, yaitu 1% dari omzet. Peraturan ini berlaku bagi Wajib 

Pajak Pribadi dan atau Badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang 

memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 

Milyar per tahun. 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini di tetapkan pada 1 

Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut 

ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam 

pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib Pajak 

maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan 

ekonomi dan moneter. Menurut Diatmika (2013), penerbitan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan 

meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan 

melalui kepatuhan pambayaran pajak. 

Namun pada kenyataannya penerbitan peraturan baru ini 

menimbulkan pro dan kontra pada kalangan masyarakat, khususnya para 

pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini 

disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik 

perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas 

penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, 

namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh wajib Pajak 
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semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya 

kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan 

bahkan melakukan penghindaran pajak. 

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera 

Barat. Sejarah telah dituliskan di kota ini dengan lahirnya Proklamator 

Republik Indonesia – Bung Hatta. Sekian banyak kota dan kabupaten di 

Sumatera Barat, Bukittinggi merupakan salah satu kota yang menonjol 

dimana kota ini menjadi kota destinasi wisata yang cukup populer 

dikalangan wisatawan dan juga menjadi pusat perdagangan terutama 

konveksi dan tekstil di daerah Sumbar, Riau, dan Jambi. Dikota ini terdapat 

pusat perdagangan grosir terbesar yang berada di Pasar Aur Kuning. Pasar 

Aur Kuning Bukittinggi dibangun pada tahun 1980-an dengan luas lahan 2,3 

Hektar. Usaha yang ada di pasar ini pada umumnya berupa Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM). Data dari dinas pengelolaan Pasar Kota 

Bukittinggi 2012 menyebutkan bahwa terdapat 1.497 petak toko dengan 

jenis usaha Pakaian, Jam Tangan, Sembako, Elektronik, Karpet, Spare Part, 

Gorden, Tekstil, Sepatu, Mainan, dan lain-lain. 

Melihat begitu banyaknya jumlah UMKM yang ada di Pasar Aur 

Kuning Bukittinggi yang akan memberikan potensi pajak yang besar 

khususnya pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang berada dikawasan Pasar 

Aur Kuning Bukittinggi dengan judul penelitian “ANALISIS 

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH 
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NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI 

UMKM DI KAWASAN PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan yang telah dilakukan 

bagi UMKM dikawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas respon pemilik UMKM terhadap adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan 

bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi dikawasan Pasar Aur Kuning 

Bukittinggi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi mengenai 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan 

bagi UMKM dikawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas respon pemilik UMKM 

terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan bagi UMKM setelah sosialisasi dikawasan Pasar Aur 

Kuning Bukittinggi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar 

pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Permasalahan 

didalam penelitian ini akan dibatasi pada cakupan wilayah penelitiannya, 

dimana penulis hanya meneliti efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM yang ada dikawasan Pasar Aur Kuning 

Bukittinggi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik 

formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis 

mendapatkan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013. 

2. Bagi Pemerintah 

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas 

sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, 

khususnya didaerah Pasar Aur Kuning Bukittinggi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Bab I  Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang konsep efektivitas, 

sosialisasi, perpajakan, pajak penghasilan, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, 

variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode 

pengumpulan data, serta metode analisisnya. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup; berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis. 


